
 
BUPATI PANGANDARAN 
PROVINSI JAWA BARAT 

 

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN 

NOMOR  4 TAHUN 2021 

 

TENTANG 

 

MEKANISME PENYELESAIAN PEKERJAAN YANG TIDAK TERSELESAIKAN SAMPAI 

DENGAN AKHIR TAHUN ANGGARAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI PANGANDARAN, 

 

Menimbang : a. bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah mempunyai peran 

penting dalam pelaksanaan pembangunan dalam rangka 

peningkatan pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi 

daerah, dimana salah satu pelaksanaannya melalui metode 

kontraktual dengan pihak penyedia yang berdampak pada 

timbulnya kewajiban pelaksanaan pekerjaan oleh penyedia 

sampai batas waktu yang telah ditetapkan; 

b. bahwa berkenaan dengan kondisi, sampai dengan akhir tahun 

anggaran masih terdapat pekerjaan yang tidak dapat 

diselesaikan oleh pihak penyedia sebagaimana dimaksud pada 

huruf a, diperlukan pengaturan mengenai penyelesaian sisa 

pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan pada tahun anggaran 

berkenaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

c. bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan 

Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah, dalam hal Penyedia gagal 

menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan Kontrak 

berakhir, namun PPK menilai bahwa Penyedia mampu 

menyelesaikan pekerjaan, PPK memberikan kesempatan 

Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dan dapat 

melampaui tahun anggaran; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang Mekanisme Penyelesaian Pekerjaan 

yang Tidak Terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun 

Anggaran. 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara 

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 

Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 

Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3851); 

  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 
  3. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4355); 

  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan   

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4400); 

  5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan 

Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5363);  

  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6573);  

  7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

  8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan   Lembaran   

Negara   Republik Indonesia Nomor 6322); 
  9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 33); 

  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 

Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 157); 



3 

  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 

tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); 

  12. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Barang/Jasa Melalui Penyedia (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 762); 

  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

  14. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 26 Tahun 

2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 

Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Pangandaran Nomor 26); 

  15. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Pangandaran (Lembaran  Daerah Kabupaten 

Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31) sebagaimana 

telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten 

Pangandaran Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10); 

  16. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 

tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi 

serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan 

Kabupaten Pangandaran (Berita Daerah Kabupaten 

Pangandaran Tahun 2016 Nomor 44) sebagaimana telah 

diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Bupati 

Pangandaran Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 

2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi 

serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Pangandaran (Berita Daerah Kabupaten 

Pangandaran Tahun 2019 Nomor 70); 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan  : PERATURAN BUPATI PANGANDARAN TENTANG MEKANISME 

PENYELESAIAN PEKERJAAN YANG TIDAK TERSELESAIKAN 

SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN ANGGARAN. 

 

 

 

 



4 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Pangandaran. 
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang 

menjadi kewenangan Daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Pangandaran. 

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD 

adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda. 

5. Penjabaran APBD adalah rincian rencana keuangan tahunan daerah yang telah 

ditetapkan dalam APBD yang memuat rincian pendapatan daerah, belanja 

daerah, dan pembiayaan daerah. 

6. Perubahan Penjabaran APBD adalah perubahan atas rincian pendapatan 

daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah sebagaimana telah ditetapkan 

dalam Penjabaran APBD. 

7. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim 

yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam 

rangka penyusunan APBD. 

8. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang 

kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi 

SKPD yang dipimpinnya. 

9. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat 

yang melaksanakan kewenangan PA/KPA untuk  mengambil keputusan 

dan/atau   tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang 

selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan 

dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan 

pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang 

digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran. 

11. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA 

Adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan 

pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran 

oleh pengguna anggaran. 

12. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang 

bertindak dalam kapasitas sebagai BUD. 

13. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen 

yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan 

kegiatan bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran. 

14. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen 

yang digunakan untuk penerbitan s    urat perintah pencairan dana atas Beban 

pengeluaran DPA SKPD. 

15. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah 

dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas Beban APBD. 
16. Kontrak adalah perjanjian tertulis antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan 

Penyedia Barang dan/atau Jasa untuk melaksanakan suatu pekerjaan tertentu. 
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17. Tahun Anggaran adalah masa berlakunya anggaran yang dihitung mulai 

tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. 

18. Tahun Anggaran Berikutnya adalah masa 1 (satu) Tahun Anggaran setelah 

Tahun Anggaran berkenaan berakhir. 
 

BAB II 
SISA PEKERJAAN YANG TIDAK TERSELESAIKAN SAMPAI  

DENGAN AKHIR TAHUN ANGGARAN 
 

Pasal 2 
 

Akhir masa kontrak tahunan untuk pekerjaan melalui penyedia barang/jasa yang 

dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, paling lambat pada akhir 

tahun anggaran berkenaan. 

 

Pasal 3 
 
Dalam hal pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak terselesaikan 

sampai dengan akhir Tahun Anggaran berkenaan penyelesaian sisa pekerjaan 

dapat dilanjutkan ke Tahun Anggaran Berikutnya. 

 

Pasal 4 
 
(1)  Penyelesaian sisa pekerjaan yang dapat dilanjutkan ke Tahun Anggaran 

Berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus memenuhi ketentuan 

sebagai berikut: 

a. berdasarkan penelitian PPK, penyedia barang/jasa akan mampu 

menyelesaikan keseluruhan pekerjaan setelah diberikan kesempatan 

sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa 

pelaksanaan pekerjaan; 

b. penyedia barang/jasa sanggup untuk menyelesaikan sisa pekerjaan paling 

lama 50 (lima puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan 

pekerjaan yang dinyatakan dengan surat pernyataan kesanggupan yang 

ditandatangani di atas kertas bermeterai; dan 

c. berdasarkan penelitian PA, pembayaran atas penyelesaian sisa pekerjaan 

dimaksud dapat dilakukan pada Tahun Anggaran Berikutnya dengan 

menggunakan dana yang diperkirakan dapat dialokasikan dalam DPA 

tahun anggaran berikutnya melalui pergeseran anggaran; 

(2)  Surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

paling sedikit memuat:  
a. pernyataan kesanggupan dari penyedia barang/jasa untuk menyelesaikan 

sisa pekerjaan; 
b. waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan sisa pekerjaan, dengan 

ketentuan paling lama 50 (lima puluh) hari kalender sejak berakhirnya 

masa pelaksanaan pekerjaan; 

c. pernyataan bahwa penyedia barang/jasa bersedia dikenakan denda 

keterlambatan penyelesaian pekerjaan sebesar 1/1000 per hari 

keterlambatan; dan 

d. pernyataan bahwa penyedia barang/jasa tidak menuntut denda/bunga 

apabila terdapat keterlambatan pembayaran atas penyelesaian sisa 

pekerjaan pada Tahun Anggaran Berikutnya yang diakibatkan oleh 

keterlambatan penyelesaian pergeseran anggaran. 
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(3)  Berdasarkan pertimbangan atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), PA memutuskan untuk: 

a. melanjutkan penyelesaian sisa pekerjaan ke Tahun Anggaran Berikutnya; 

atau 
b. tidak melanjutkan penyelesaian sisa pekerjaan ke Tahun Anggaran 

Berikutnya. 
(4)  Dalam rangka mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PA 

dapat melakukan konsultasi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah 

(APIP). 

 
Pasal 5 

 
Penyelesaian sisa pekerjaan yang dilanjutkan ke Tahun Anggaran Berikutnya 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a tetap merupakan pekerjaan 

dari Kontrak berkenaan. 

 

Pasal 6 

 

Penyelesaian sisa pekerjaan yang tidak dilanjutkan ke Tahun Anggaran Berikutnya 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b dilaksanakan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa 

pemerintah. 

 

Pasal 7 

 

PA bertanggung jawab secara formal dan material atas: 

a. keputusan untuk melanjutkan penyelesaian sisa pekerjaan ke Tahun Anggaran 

Berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan Pasal 5; 

atau 

b. keputusan untuk tidak melanjutkan penyelesaian sisa pekerjaan ke Tahun 

Anggaran Berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b dan 

Pasal 6. 

 

BAB III 

PENYEDIAAN DANA 

 

Pasal 8 

 

(1)  Penyelesaian sisa pekerjaan yang dilanjutkan ke Tahun Anggaran Berikutnya 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibebankan pada DPA Tahun Anggaran 

Berikutnya. 

(2)  Sisa pekerjaan yang dibayar dengan beban DPA Tahun Anggaran Berikutnya 

merupakan sisa pekerjaan Tahun Anggaran berkenaan yang dilaksanakan 

setelah tanggal 31 Desember. 

(3) PA harus menyediakan alokasi anggaran pada DPA SKPD berkenaan Tahun 

Anggaran Berikutnya. 

(4)  Penyediaan alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

dilaksanakan melalui mekanisme perubahan penjabaran APBD. 
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BAB IV 

PERUBAHAN KONTRAK 
 

Pasal 9 
 
(1)  Dalam rangka menyelesaikan sisa pekerjaan yang dilanjutkan ke Tahun 

Anggaran Berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a, 

PPK melakukan Perubahan Kontrak berkenaan. 

(2)  Perubahan Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 

dengan ketentuan: 

a. mencantumkan sumber dana untuk membiayai penyelesaian sisa 

pekerjaan yang akan dilanjutkan ke Tahun Anggaran Berikutnya dari DPA 

Tahun Anggaran Berikutnya; 

b. tidak diperkenankan menambah jenis dan biaya pekerjaan diluar kontrak 

berkenaan; dan 

c. tidak diperkenankan menambah jangka waktu/masa pelaksanaan 

pekerjaan. 

(3)  Perubahan Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 

sebelum jangka waktu Kontrak berakhir. 

(4)  Penyedia barang/jasa menyampaikan jaminan pelaksanaan pekerjaan sebesar 

5% (lima perseratus) dari nilai sisa pekerjaan yang akan dilanjutkan ke Tahun 

Anggaran Berikutnya kepada PPK sebelum dilakukan penandatanganan 

Perubahan Kontrak. 

 

BAB V 
TATA CARA PENYELESAIAN SISA PEKERJAAN 

 

Pasal 10 
 
(1)  PA menyampaikan pemberitahuan kepada BUD atas pekerjaan yang akan 

dilanjutkan pada Tahun Anggaran Berikutnya. 

(2)  Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah diterima 

oleh BUD paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah akhir Tahun Anggaran 

berkenaan. 

(3)  Penyampaian pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri 

dengan copy surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 4 ayat (2) huruf b. 

(4)  Berdasarkan pemberitahuan dari PA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

BUD melakukan klaim pencairan jaminan/garansi bank sebesar sisa nilai 

pekerjaan yang akan dilanjutkan ke Tahun Anggaran Berikutnya untuk 

disetorkan Kas Daerah. 

(5)  Pencairan jaminan/garansi bank sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

mengenai pedoman pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran daerah. 

(6)  Dalam hal pencairan jaminan/garansi bank sebagaimana dimaksud pada ayat 

(4) tidak dapat dilaksanakan karena masa berlaku jaminan/garansi bank 

sudah berakhir atau dikarenakan sebab lainnya, penyedia barang/jasa wajib 

menyetorkan sejumlah uang ke Kas Daerah sebesar nilai sisa pekerjaan yang 

akan dilanjutkan ke Tahun Anggaran Berikutnya sebagai pengganti klaim 

pencairan jaminan/garansi bank pada kesempatan pertama. 
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Pasal 11 

 

(1)  PA mengajukan usulan perubahan penjabaran APBD melalui pergeseran 

anggaran kepada TAPD melalui PPKD. 

(2)  Pengajuan usulan perubahan penjabaran sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dilaksanakan paling lambat sebelum batas akhir penyelesaian sisa 

pekerjaan yang tercantum dalam surat pernyataan kesanggupan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b. 

(3) Usulan perubahan penjabaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

disampaikan dengan melampirkan sekurang-kurangnya: 

a. Surat Usulan Pergeseran Anggaran; 

b. Rancangan DPPA; 

c. Fotokopi DPPA Kegiatan Berkenaan Tahun Sebelumnya; 

d. Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak; 

e. Keputusan PA untuk melanjutkan penyelesaian sisa pekerjaan ke Tahun 

Anggaran Berikutnya; 

f. Perhitungan Progres Pembayaran Pekerjaan berkenaan yang ditandatangani 

Bendahara Pengeluaran dan PA; 

g. Keterangan dari BUD terkait penyelesaian kewajiban penyedia barang/jasa; 

dan 

h. Dokumen Adendum Kontrak. 

(4) TAPD melakukan pembahasan usulan Perubahan Penjabaran sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dan dituangkan dalam berita acara pembahasan 

berupa persetujuan atau penolakan; 

(5) Berdasarkan berita acara persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), 

TAPD melakukan perubahan atas Peraturan Bupati tentang Penjabaran 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sesuai ketentuan perundang-

undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah. 

 

Pasal 12 

 

(1)  Penyedia barang/jasa harus menyelesaikan sisa pekerjaan di Tahun Anggaran 

Berikutnya sesuai waktu penyelesaian pekerjaan yang tercantum dalam surat 

pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf 

b. 

(2)  Terhadap penyelesaian sisa pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

penyedia barang/jasa dikenakan denda keterlambatan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang 

dan/atau jasa. 

(3)  Dalam hal sampai dengan berakhirnya waktu penyelesaian pekerjaan yang 

tercantum dalam surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 4 ayat (2), pekerjaan belum dapat diselesaikan, PA melaksanakan 

hal-hal sebagai berikut: 

a. menghentikan pelaksanaan pekerjaan; dan 

b. memberikan denda maksimum keterlambatan penyelesaian pekerjaan 

kepada penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan mengenai pengadaan barang dan/atau jasa.  



9 

(4)  Denda keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (3)    

huruf b disetorkan ke Kas Daerah oleh penyedia barang/jasa atau 

diperhitungkan dalam pembayaran tagihan atas penyelesaian pekerjaan. 

 

BAB VI 
PEMBAYARAN PENYELESAIAN SISA PEKERJAAN 

 
Pasal 13 

 
Pembayaran atas penyelesaian sisa pekerjaan yang dilanjutkan ke Tahun Anggaran 

Berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dilaksanakan: 

a. sesuai dengan prestasi pekerjaan yang diselesaikan sampai dengan batas akhir 

waktu penyelesaian sisa pekerjaan. 

b. dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 
 

Pasal 14 

 
Tata cara pengajuan SPP, SPM, dan penerbitan SP2D dilaksanakan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan 
daerah. 
 

BAB VII 
KETENTUAN PENUTUP 

 
Pasal 15 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini 

dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran. 

 

  Ditetapkan di Parigi 

pada tanggal 4 Januari 2021 
BUPATI PANGANDARAN, 

 
Ttd/cap 

 

 
H. JEJE WIRADINATA 

Diundangkan di Parigi 

pada tanggal 4 Januari 2021   
SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN PANGANDARAN 
 

Tttd/cap 

 
H.KUSDIANA 

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN 
TAHUN 2021 NOMOR 4 
 


